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ABSTRACT

Niko Defriza, NPM 1410078201360, "Analysis of Subdistricts Development in the
Acceleration of Development in the Coastal Districts of Sungai Penuh City".

This study aims to determine the Division of Subdistricts in the Acceleration of
Development in the District of Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, using data collection
techniques through field studies namely conducting direct interviews in the Pesisir Bukit
Kota Sungai Penuh Subdistrict and literature studies by reading documents related to the
problem under study look for concepts, theories, opinions or findings related to the main
problem.

Based on the results of the study, it was concluded, regarding the Subdivision of
Subdistricts in the Acceleration of Development in Pesisir Bukit Subdistrict Sungai Sungai
City The sub-district government is very concerned with the community and serves with a
heart, because the government is essentially a servant to the people, with the pemekran can
reduce the accumulation of administrative files in the office sub-district so that. The fruits of
democracy are prosperity and society has the right to get a better life then the government
must also pay attention to the community. The sub-district government has instructed the
community to maintain security and order for the sake of mutualbenefit.
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ABSTRAK

Niko Defriza, NPM 1410078201360, “Analisis Pemekaran Kecamatan Dalam
Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan
Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung di
Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh dan studi kepustakaan dengan membaca
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-
teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan Yyang berhubungan dengan pokok
permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, tentang Pemekaran Kecamatan
Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Pemerintah
kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani dengan sepenh hati, karena pada
hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, dengan adanya pemekran bisa
mengurangi penumpukan berkas administrasi dikantor kecamatan sehingga. Buah dari
demokrasi adalah kesejahteraan dan masyrakat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih
baik kemudian dari pada itu pemerintah juga wajib memperhatikan masyarakat. Pemerintah
kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan
ketertiban demi kebaikkan bersama.

Kata Kunci : Pemekaran, Percepatan Pembangunan
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I.PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi
baru semakin marak sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan
saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Satu hal yang tidak dapat
dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang baik
maupun dampak yang buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan
pembangunan dengan cepat serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu
dekade pasca reformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal
seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Berbagai
studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian
besar daerah pemekaran justru mengalami kemunduran. Demokratisasi
berpemerintahan hanya bisa di laksanakan jika diberikan hak otonom terhadap
suatu daerah.

Dengan adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring
dengan itu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan
implementasi kebijakan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah lalu dijadikan
sarana pemberdayaan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang
otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. Otonomi menjadi tumpangan bagi
kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatannya hingga
ketingkat desa, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip
transparasi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai
pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak
dalam suatu pemekaran.

Disisi  lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung
pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak
rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada
daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah
diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan
pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perangkat hukum
dan perundangan yang ada, Yyaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang
pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah
yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.,
memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Hal inilah  yang
mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran Kecamatan pemerintahan
diloloskan. Sehingga fenomena ini membukti kanbahwa pemekaran perlu
mendapatkan fokus dalam proses berpemerintahan sebagai hal utama. Pemekaran
kecamatan dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan
melalui  peningkatan kualitas dan kemudahan memperolen pelayanan bagi
masyarakat. Pemekaran kecamatan juga merupakan bagian dari upaya untuk
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meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali
pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan
pengelolaan pembangunan. Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk
menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan
pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari
ketertinggalan.

Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah
lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran
yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.
Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang
tugas dan kewajibannya lebih berat di bandingkan desa/kelurahan yang
mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masayarakat,di manasesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat
pada heterogenitas (keanekaragaman) dan kompleksitas (keruwetan) permasalahan
dan urusan yang di hadapi.Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Secara
historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya.

Masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini
terbentuk. Dalam struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah
menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan
merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa dengan
pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang Camat. Dalam
rangka Era Otonomi Daerah pada saat ini, Kecamatan Pesisir Bukit sebagai Lembaga
Pemerintahan dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai pelayanan. Oleh karena
itu Kecamatan Pesisir Bukit, sangat membutuhkan percepatan Pembangunan Yang
benar-benar mampu, berdaya guna, dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di
Kecamatan Pesisir Bukit. Untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana yang
dimaksud di atas maka perlu adanya percepatan pembangunan/Infrastruktur yang ada
di kecamatan Pesisir bukit dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dugaan sementara yang menjadi Fenomena dalam penelitian ini
adalah :

Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya
bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh
keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah
sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi.
Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran kecamatan merupakan bisnis
kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Kurangnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Pesisir Bukit
dalam mensejahterakan masyarakat

Pelayanan yang kurang terhadap masyarakat

Kurangnya rekrutman tenaga honorer pada kantor kecamatan Pesisir Bukit
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Dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang
“Analisis Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan
Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh” yang kemudian lebih ditindak lanjuti kedalam
sebuah judul skripsi.

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kaulitatif.
Sebagaimana metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiono (2011:79)
adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Masyarakat

Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan
adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi
kesenjangan dan inti dari pemekaran Kecamatan Pesisir Bukit untuk meningkatkan
pelayanan dan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan dan
fasilitas-fasilitas lain nya sehingga peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh
masyarakat melalui pembangunan sarana prasana serta infrastruktur yang
memadai.

Pengelolaan Potensi Daerah

untuk mengelola potensi suatu daerah Diperlukan sebuah strategi kolaborasi yang
baik antar masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan dalam menggagas berbagai
program pemberdayaan demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat dan pola pendekatan pun harus berlahan lahan di ubah tidak lagi
berorientasi pada pembangunan fisik tetapi lebih menggali potensi yang ada dan
memprioritaskan ke pembangunan sumber daya lokal tentu hal ini tidak hanya
kesiapan dari pemerintah kecamatan pesisir bukit saja tetapi seluruh elemen harus
dilibatkan agar Pengelolaannya sangat bagus dan terkendali, selama masyrakat dan
pemerintah kecamatan bisa berkerja sama meningkatkan pendapatan masyarakat
dan melayani masyarakat dengan baik.

Kehidupan Demokrasi

Buah dari demokrasi adalah kesejahteraan dan masyrakat berhak mendapatkan
kehidupan yang lebih baik kemudian dari pada itu pemerintah juga wajib
memperhatikan masyarakat.

Kehidupan Masyarakat
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bahwa pemekaran suatu daerah sebagai bentuk mengejar ketertinggalan suatu
daerah dan mempunyai peluang untuk di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan
itu sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat baik itu pelayanan
publik, pembangunan dan ekonomi namun didalam pembangunan pasti
menimbulkan dampak baik yang positif maupun negative tetapi sebagai kecamatan
baru tentu banyak yang harus ditingkatkan dalam pembangunan dalam melayani
dan memenuhi kebutuhan masyarakat memang saat ini masyarakat kecamatan
pesisir bukit belum sepenuhnya merasakan dampak dari pembangunan yang
bersifat fisik karena masih dalam proses pembangunan.

Keamanan Dan Ketertiban
pemerintah kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap
menjaga keamanan dan ketertiban demi kebaikkan bersama.

Pelayanan Masyarakat

pemerintah kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani dengan
sepenh hati, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat,
dengan adanya pemekran bisa mengurangi penumpukan berkas administrasi
dikantor kecamatan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan anlisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan
sabagai berikut :

1. Kehidupan Masyarakat setelah adanya pemekeran kecamatan dalam
percepatan pembangunan, pemekaran suatu daerah sebagai bentuk mengejar
ketertinggalan suatu daerah dan mempunyai peluang untuk di perhatikan dan
keluar dari ketertinggalan itu sehingga berdampak kepada kesejahteraan
masyarakat baik itu pelayanan publik, pembangunan dan ekonomi namun
didalam pembangunan pasti menimbulkan dampak baik yang positif maupun
negative tetapi sebagai kecamatan baru tentu banyak yang harus
ditingkatkan dalam pembangunan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan
masyarakat memang saat ini masyarakat kecamatan pesisir bukit belum
sepenuhnya merasakan dampak dari pembangunan yang bersifat fisik karena
masih dalam proses pembangunan.

2. Perekonomian Masyarakat setelah adanya pemekeran kecamatan dalam
percepatan pembangunan, Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi
infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah
pembangunan yang meliputi kesenjangan dan inti dari pemekaran
Kecamatan Pesisir Bukit untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan
kemudahan dalam distribusi pembangunan dan fasilitas-fasilitas lain nya
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sehingga peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat melalui
pembangunan sarana prasana serta infrastruktur yang memadai.

. Pengelolaan Potensi Daerah setelah adanya pemekeran kecamatan dalam

percepatan pembangunan, untuk mengelola potensi suatu daerah Diperlukan
sebuah strategi kolaborasi yang baik antar masyarakat, pemerintah desa dan
kecamatan dalam menggagas berbagai program pemberdayaan demi
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pola
pendekatanpun harus berlahan lahan di ubah tidak lagi berorientasi pada
pembangunan fisik tetapi lebih menggali potensi yang ada dan
memprioritaskan ke pembangunan sumber daya local.tentu hal ini tidak
hanya kesiapan dari pemerintah kecamatan pesisir bukit saja tetapi seluruh
elemen harus dilibatkan agar Pengelolaannya sangat bagus dan terkendali,
selama masyrakat dan pemerintah kecamatan bisa berkerja sama
meningkatkan pendapatan masyarakat dan melayani masyarakat dengan
baik.

. Buah dari demokrasi adalah kesejahteraan dan masyrakat berhak

mendapatkan kehidupan yang lebih baik kemudian dari pada itu pemerintah
juga wajib memperhatikan masyarakat.

. Pemerintah kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap

menjaga keamanan dan ketertiban demi kebaikkan bersama.

. Pemerintah kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani

dengan sepenh hati, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi
rakyat, dengan adanya pemekran bisa mengurangi penumpukan berkas
administrasi dikantor kecamatan sehingga
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